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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dapat menyelesaikan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 20L7 yang didalamnya

berisi Program -program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

tahun, sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

yang ditetapkan adalah " TERWUJUDNYA SISTET| PEflGELOIAAN KEUAIIGAN

DAN ASET DAERAH SECARA PROFESIOTIAIA AKUIITABLE DAN TRATISPARATI

MENUJU KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA T'ODEL JASA," HAI

mengaKualisasikan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode

2013 - 2018 yaitu z "TERWUJUDIIYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL

'ASA 
DII(AWASATI BOLAAIIC MOTIGONDOW RAYA I]ENUJU MASYARAIAT

YAT{G SE'AHTERAH, BERBUDAYA DAII BERDAYA SAING."

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan I,AKIP 2017 ini masih terdapat

banyak kekurangan , untuk itu dihararapkan saran perbaikan demi penyempurnaan

pada tahun - tahun yang akan datang.

Kotamobagu, Maret 2018
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BAB I
PENDAHULUAT{

Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 4 Tahun 2007

tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara .Hasil

pemekaran Bolaang Mongondow sebagai Daerah Otonom maka diperlukan

kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Daerah terutama menggali sumber -
sumber PAD dan Pengelolaan Aset Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah secara bertahap akan

semakin banyak dilimpahkan kepada Daerah. Dengan semakin meningkatnya

kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah maka peran

keuangan daerah akan semakin penting, karena Daerah dituntut untuk dapat

lebih aKif dalam memobilasi dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara

efisien,

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah semakin besar, bukan saja karena

harus meningktanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di

Daerah,tetapi juga karena perlu melayani sector dunia usaha yang semakin

meningkat aktivitasnya di Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan menggali sumber

daya yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, selaku

pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin meningkat merupakan tuntutan

perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan beftanggung jawab.

Strukur BPKD Kota Kotamobagu

Kepala Dinas membawakan Sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu :

Sekretaris
Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran
Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Kepala Bidang Penagihan Pajak
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1.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



1. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perbendaharaan

2. Sub Bidang Belanja Non Kegiatan

3. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah dan Desa

3. Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Penyusunan APBD

2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian APBD

3. Sub Bidang Dana Transfer

4. Kepala Bidang Aset Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan

2. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumen
3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan

5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang
yaitu :

1. Sub Bidang Verifikasi Pencatatan Akuntansi
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan

3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Sistem Akuntansi
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang

yaitu :

1, Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan

2. Sub Bidang Penilaian dan Pengaduan

3. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data

7. Kepala Bidang Penagihan Pajak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

t. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

2. Sub Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut
3. Sub Bidang Pengawasan, Penyelesaian Keberatan dan Penertiban

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi

penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.

a



Fungsi

1)

2)

Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset

Daerah

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

di bidang Keuangan dan Aset Daerah

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang

tugas dan fungsi

3)

4)

s)

1. Dasar Pembentukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang telah di atur

dalam Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sefii Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A

2, Gambaran Umum BPKD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah'l'ipe A adalah Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan

penuniang di bidang Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Sumber Daya Manusia SKPD

Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) lumlah dan lenis Kelamin

lumlah Pegawai :

54 orang

- Laki - laki : 35 Orang

- Perempuan : 19 orang

b) Pendidikan Formal

Strata2(S2) :3orang

Strata 1 (S1) : 31 orang

Sarjana Muda : -

b

1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD



c)

d)

Diploma III (D3) : 1 Orang

Jumlah : 54 Orang

Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

- Diklat PIM II : -

- Diklat PIM III : 2 Orang

- Diklat PIM IV : I Orang

- Diklat Teknis :

Pegawai Menurut Golongan

- GolonganlV/c :-
- GolonganlV/b :2orang

- GolonganlV/a :-
- Golongan III / d

- Golongan III / c
- Golongan III / b
- Golongan III / a

- Golongan II / d

- Golongan II / c
- Golongan II / b

- Golongan II / a

e) Jumlah Jabatan / Eselon

- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV

:2 orang

: 8 Orang

: 18 Orang

:5 orang

:3 orang

:2 orang

:9 orang

: 5 orang

: 1 orang

: 7 Orang

: 21 Orang



BAB II
PERENCAT{AAN KER,IA

2.1. Rencana Strategi

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan atau cara pandang ke depan kemana arah oganisasi harus
dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan imajinasi
atau proyeksi tentang gambaran masa depan yang lebih baik yang dapat dicapai.

Mengacu pada konsep tersebut maka dirumuskan Visi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yaitu "Teruujudnya Sistem
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah fura Prufuional, Akuntable
Dan Transpran llenuju Kotamobagu *bagai Kota |fodelJas'.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pengelolaan

Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang EfeKif,

Efisien dan Transparan;

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan di tetapkan dengan

mengacu kepada VISI dan MISI serta di dasarkan pada isu-isu dan Analisa

strategis.

Tujuan yang diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan Darah meliputi :

1) Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan,

Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel

2) Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan,

dan aset daerah

3) Terwujudnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Kotamobagu antara lain :

1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan,

Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel

2) Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan,

dan aset daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

3) Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Strategi dan Arah Kebijakan BPKD

Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan

pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuanagan Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan

VISI nya menetapkan strategi sebagai berikut :

]. Menggunakan system informasi pengelolaan Keuangan yang terintegritas,

2. Membuat dan menerapkan system dan prosedur penatausahaan yang

terintegrasi,

3. Membuat dan menebpkan pedoman Standar Pelayanan Publik,

4. Membuat dan menetapkan Analisa standar belanja,

5. Membuat dan mererapkan system dan prosedur Pengelolaan barang

daerah,

6. Menyusun dan menerapkan system prosedur Akuntansi keuangan Daerah,

7. Menyusun dan menerapkan Kebijakan Akuntansi keuangan daearh,

8. Melaksanakanpengendaliankeuangandaerah,

9. Melaksanakan lnventarisasi Aset Daerah

10. Peningkatan kualitas Sumber Dayan Manusia (SDM) yang diarahkan untuk

memenuhi sumber daya aparatur yang professional dalam pengelolaan

keuangan daerah



11.

12.

13.

t4.

Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan

dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi (IUPOKSI),

Melaksanakan Pelatihan/ BIMTEK / Sosialisasi aparat pengelola keuangan

daerah di lingkungan SKPD,

Mengikut sertakan Aparat pengelola keuanga daerah dalam kegiatan

Diklat yang diadakan oleh pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten maupun

Lembaga lainnya,

Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan.

1

2

Kebijakan

Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah ;

Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelolaan Keuangan

dan Aset daerah pada tingkat SKPD dan PPKD,

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana penunjangpengelolaan

keuangan dan Aset daerah

Pengembangan dan Penyusunan kebijakan, Standar, system dan prosedur

pengelolaan keuangan dan Aset daerah,

Mendorong efeKivitas dan efisiensi penyusunan, pelaksanaan dan

pelaporan APBD dan Aset daerah,

Pengembanga dan peningkatan sarana dan kegiatan pengendalian dan

superuise pengelolaan keuangan dan Aset daerah,

Penataan StruKur organisasi Pengelolaan keuangan dan Aset daerah

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

3

4

5

6



fabel2.2
Rencana Strategi 5 (lima) tahun

I
doc

1
doc

7
doc

r
doc

Jumlah
Pelaporaa Capaian
Kinerja dan
Keuangan akhir
tahun

!
doc

Jumla}t
Pelaporan
Capaian Kineda
dan Keualga.n
aldir tahun

L
doc

cakupan
jumtah
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pengeloLaan
keuangan daerah

72
bln

cakuparr
jumlah
penyebaduasan
informasi
penyelenggaraan
penSelolaan
keuangan
daerah

12
bln bln

L2
bln

12
bln

72
bln

Cakupa-n
tayanan
Administrasi
perkantoran

90%

Cakupan
Layanart
Administrasi
perkantoran

90% 90% 90v" 90% 90%

Cakupan
persentase
peningkatan
manajemen,
regulasi, sena
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan,
pendapatan, dan
aset daerah

90%

Cakupan
persentase
peningkatan
manajemen,
regulasi, serta
pelaksanaan
pengetolaan
keuangan,
pendapatar,
dan aset daerah

90v" 90% 90v" 90% 90./"

Terwujudnya
(ualitas

Pengelolaan
(euangan,

Pelaporan
Keuangan,

Pendapatan
dan Aset

daerah yang

tran5paran
dan Akuntabel

Meningkamya
Pendapatan Asli
Daerah

25v"

Meningkatn
ya (ualitas

PenSelolaan

Xeuan8an,
Pelaporan

Xeuangan,
Pendapatan

dan Aset
daerah yang

transparan
dan

Akuntabel

Meningkatn
ya Pendapatan
Asli Daerah

25% 25.A 250/" 25"k

Terwujudnya
pembinaan

disiplin
aparatur
pengelola
keuangan,
pendapatan,

dan aset
daerah

Tingkat Kepatuhan
Aparatur pengelola
keuangan,
pendapatan, dan
aset Daerah

95%

Terlaksa nan
ya

pembinaan
disiplin
aParatur
pengelola

keuangan,
pendapatan

, dan aset

daerah

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur
pengelola
keuangan,
pendapatan,
dan aset Daerah

900/" 95% 95%95vo 95v.

Terwujudnya
Iersedianya
sarana dan
Prasarana
yanS

Berlualitas

Cakupan
Ketersediaan
sarana dan
prasarana aparatur

9s%

Tersedianya

Sarana dan
Prasarana
yanS

Berkualitas

Cakupan
Ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur

90v. 95% 95% 95% 950/o

INDII(ATOR
SASARAN

TARGET KINER'A SASARAN OAHUN)
TAR
GET

SASARAN
TI.}JUAN I INOII(ATOR TI.JJUAN 20L4 | 20js I2016 I 2017 I2018

4l5l6l718



Tabel 2.3

INDIIGTOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahun 2017

1. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan akhir tahun

2. jumlah penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pengelolaan
keuangan daerah

3. persentase peningkatan
manajemen, regulasi, serta
pelaksanaan pengelolaan
keuangan, pendapatan, dan aset
daerah

4. Persentase Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah

Jumlah regulasi yang
ditetapkan/jumlah regulasi

yang diusulkan x 100%

umlah PAD (n) - Jumlah PAD
ln-1) / Jumlah PAD (n-1) x
lOOo/o

Jumlah

Jumlah

Meningkatnya

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan,

Pelaporan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset daerah yang

transparan dan

Akuntabel

1. Jumlah Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan akhir
tahun

2. Jumlah penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah

3. Persentase peningkatan
manajemen, regulasi, serta
pelaksanaan pengelolaan
keuangan, pendapatan, dan aset
daerah

4. Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah

l doc

72 bln

25o/o

9Oa/o

I

I

TAN.GET

lrl

ll

(3)



Berdasarkan perencanaan kinerja diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan,

Pelaporan Keuangan,

Pendapatan dan Aset daerah

yang transparan dan

Akuntabel

1. Jumlah Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
alhir tahun

2. Jumlah
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pengelolaan
keuangan daerah

3. persentase
peningkatan
manajemen,
regulasi, serta
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan,
pendapatan, dan
aset daerah

4. Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah

1 doc

L2bln

25o/o

9Oo/o

Program Anqqaran Keteranqan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa

Rp. 498.993,550,-

Rp.2.347.300.703,-

Rp. 300.000.000,-

!

I

I



BAB III
AKUI{TABIUTAS KII{ER'A

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, berikut perbandingan target dan

realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan Tahun 2017.

Sasaran 1 : 'Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan
Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel"

Pencapaian Sasaran 1, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pelaporan

keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel melalui

dicapai melalui 4 indikator sasaran:

1. Indikator Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun

Pada tahun 2017 direncanakan penyusunan 1 dokumen Laporan Keuangan di

akhir tahun anggaran dan dapat direalisasikan 1000/o sebagai akuntabilitas

terhadap pengelolaan keuangan baik SKPD maupun SKPKD.

2. Indikator Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan

keuangan daerah

Capaian indikator sasran pada kegiatan penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dapat direalisasi 100o/o selama

12 bulan atau selama satu tahun anggaran, melalui kerja sama dengan media

cetak maupun online di Kotamobagu yang didasari dengan MOU antara pihak

No Target Capaian
kineria

2016 2077 20t6 2077
1 Meningkahya

Kualitas
Pengelolaan
Keuangan,
Pelaporan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset daerah fang
transparan dan
Akuntabel

1 doc

12 bln

90o/o

,q

1 doc

12 bln

90o/o

25

1 doc

12
bln

900,6

24,14

1 doc

L2
bln

91,11%

50,96

100%

100%

LOt,230/o

203,840/o

Sasaran Indikator Sasaran Realisasi

1. lumlah Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan akhir
tahun

2. jumlahpenyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pengelolaan keuanqan daerah

3. persentase peningkatan
manajemen, regulasi. serta
pelaksanaan pengelolaan
keuangan, pendapatan, dan
aset daerah

4. Meningkahya Pendapatan Adi
Daerah



SKPD dan Media. Dalam MOU tersebut di cantumkan bahwa penyebarluasan

informasi kegiatan SKPD oleh media minimal 5 (lima) kali sebulan dan harus

sesuai standard pemberitaan dan kode etik jurnalistik.

3. Indikator persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan

pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah

Untuk mengukur indikator tersebut maka diterbitkan beberapa peraturan daerah

yang mengatur dalam hal penganggaran yang tertata dalam anggaran murni

maupun anggaran perubahan serta pengelolaan keuangan, aset daerah serta

mengatur pendapatan asli daerah.

Dari ususlan regulasi sebanyak 45 regulasi, yang ditetapkan sebanyak 41. Maka

realisasi kinerja sebesar 9L,LL o/o

Dari target yang ditetapkan sebesar 90olo dengan realisasi 9l,Llo/o maka capaian

kinerja sebesar l0l,23o/o

Adapun regulasi yang diterbitkan adalah :

I. Pengelolaan Keuangan

1. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah

2. Peruako No. 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah T.A. 2017

3. Perda No, 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah T.A. 2017

4. Perwako No. 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Perubahan f .A.2017

5. Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Perubahan f .A.2017

6. Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Kotamobagu

U. Aset Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No. 12 Tahun 2017 tentang

Pengelolaana Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu

2. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 229 Tahun 2017 tentang

Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional

Roda Empat Dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

3. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 119.a Tahun 2017 tentang

Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang



dihibahkan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Prov. Sulut

4. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 147.a Tahun 2017 tentang

Penghapusan Tanah dan Bangunan Hibah dari Kabupaten Bolaang

Mongondow yang tidak ditemukan pada inventaris Pemerintah

Kotamobagu

5. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 147.b Tahun 2017 tentang

Penghapusan Bangunan Atas Koreksi Double Pencatatan pada Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu

6. Peraturan Walikota Kotamobagu No. 32 Tahun 2017 tentang Standar

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah

Kob Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

7. Keputusn Walikota Kotamobagu No. 228 Tahun 20L7 tentang

Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota

Kotamobagu

8. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 190 Tahun 2017 tentang Hasil

Penilaian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dan

Bongkaran Bangunan Tahun Anggaran 2017

9. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 40 Tahun 2017 tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

10. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 158 Tahun 20t7 tentang

Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

11. Keputusan Walikota Kotamobagu No, L57 Tahun 20t7 tentang

Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

12. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 183 Tahun 20L7 tentang

Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017

13. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 182 Tahun 20L7 tentang

Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017



14. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 134 Tahun 2017 tentang

Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

15. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 181 Tahun 20L7 tentang

Pembentukan Kembali Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah

Kota Kotamobagu

16. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 166 Tahun 20L7 tentang

Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

17. Peratura Walikota Kotamobagu No. l Tahun 2017 tentang Standar Biaya

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 'l'idak Tetap dilingkungan Pemerintah

Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

18. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 172.a Tahun 2016 tentang

Standarisasi Harga Barang dan lasa Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu

Tahun Anggaran 2017

19. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 55.a Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Keputusan Walikota Kotamobagu No. 172.a Tahun 2016 tentang

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu

Tahun Anggaran 2017

III. Pendapatan Asli Daerah

1. Perda No. 5 Tahun 2011Tentang Retribusi Izin Tempat Parkir Khusus

2. Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Perda No. 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kios dan

Pelayanan Pelataran

4. Perda No. 03 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan

Hewan Sebelum Dipotong

5. Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Tempat

Usaha/Orang Pribadi

6. Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

7. Pefia No.4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Puskesmas

8. Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Dana Non Kapitasi IKN

9. Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel

10. Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran



11. Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan

12. Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame

13. Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan lalan

14. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang BPHTB

15. Perda No. 3 Tahun 2011tentang Pajak Bumi dan Bangunan

15. Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Bagian Laba Modal

Pada Perusahaan Milik Daerah

4. Indikator Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian indikator ssaran meningkatnya pendapatan asli daerah di lakukan

dengan indikator presentase peningkatan pendapatan asli daerah, pada tahun

2016 pencapaian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 38.976.570.534,- dan pada

tahun 2017 mencapai Rp. 58.838.965,715, dengan kata lain meningkat Rp.

19.862.395.181,- maka realisi kinerja sebesar 50,960/o. dari target yang

ditetapkan tahun 2017 sebesar 25olo dengan realisasi kinerja 50.960/o maka

tingkat capaian kinerja sebesar 2o3,84o/o atau bernilai sangat baik. Formula

yang digunakan adalah jumlah PAD (n) - Jumlah PAD (n-7) / -lumlah PAD

(n-l) x TOOo/o

Pendapatan Asli daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2017 terdiri dari jumlah

pajak sebesar Rp. 21.809.363.563,- lumlah lain-lain PAD yang sah terdiri jasa

giro kas daerah, jasa giro SKPD, bunga deposito dan penerimaan lain-lain

sebesar Rp. 28.474.854.039,-, dan jumlah retribusi sebesar Rp.8.554.748.113,-

sehingga total PAD Kota Kotamobagu sebesar Rp. 58.838.965,715,-,

Hambatan dalam pencapaian pada pajak bumi dan bangunan dimana sujumlah

objek pajak tidak berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu sehingga sulit

melakukan penarikan pajak.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintesifkan penarikan PBB melalui

perangkat desa dan kelurahan.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 50,960lo sesuai dengan terget tahun akhir

Renstra sebesar 25o/o, mdl<? tingkat capaian kinerja terhadap terget tahun akhir

Renstra diharapkan sebesar 203,84o/o.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Kotamobagu

3.1 Realisasi Anggaran



1 1. Cakupan Jumlah
Baporan Capaian
Knerja dan
Keuang6n akhir
tahun

2. cakupan jumhh
Penyebarluasan
infoamasi
penyelenggBnan
pengelolaan
keuangan daerah

3. Crkupan Layanan
Mmlnlsfr-asi
p€rkantol-an

4. Cakupan persenbse
penlngkatan
manajefilen, regulasi,
serta pelaksanaan
peng€lolaan
keuangEn,
pendapatan, dan et
daerah
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Pelaporan Capaian
rcnerja dan Keuanqan
1. PenyugJnan

pelaporan keuar€an
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Program PenirEkatan
&n PerEernbangEn
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1, Penyusunan

Rancangan Peraturan
XDH tentang
Penjabardn APBD

2, Penyusunan
Rancangan PeratJrdn
(DH tentang
PenFbaran
Perubahan APBD

3. Penyusunan
Rancangan PerabJran
XDH tentarE
Peniabaran
Pertanggung
jawaban pelaksanaan
APBD

4. Penyusunan sldem
informasi
pengelolaan
keuangan daerah

5. EmtingBn teknis
imdeme.lBi paket
regulag teflErE
pengelolaan
keuangan daerah

6. Peningkatan
manajefiEn
assevbararE daerah

7. Revaluasi/appraisal
assevbarang daeGh

8. Intensifilcsi dan
eksterEfikad
gmber€umber
pendapatan daerah

9. Penyusunan standard
satuan harga

10. Pengelolaan kas
daerah online dan
adikasi informasi
pencairan sp2d

u. Femtinaan,koo{dina
sl,peng€lolaan dan
penatatEahaan
perbendaharaan

12. Pembinaan dan
evaluai pengelolaan
keuan9n desa

13. PerEeloaan pajak
bumi dan bangunan
pedesaan dan
perkotaan

14. PerEarnanan
barang milik daerah

15. Penghapusan dan
pemindahtanganan
barang milik daerah

16. PenyusJnan dan
Pe{Erbitan SPD

17. Pengelolaan dan
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Haporan Dana
Transfer

18. Pembinaan,
KmrdinaE,
PerEelolaan,
Penatausahaan
Perbendaharaan Non
Kegiatan

19. lttooitorinq dan
Evaluasi Sumber-
Sumber Pendapatan
Adi DaeGh

20. Pengelolaan Pajak
Asli Daerah

21. Failital Pemunaan
dan Pe{qendalian
Teknis SisGm
Akuntansi S(PO

Program (edasama
Informasi dan Media
Massa
1. Penyebarluasan

informasi
penyelenqgaraan
pemerintahan daerah
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BAB IV

PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu,

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tipe A. Memiliki tugas penting yang bersifat Integral di dalam Pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana telah tertuang

dalam Rencana Kerja Tahun 2017.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Misi Strategis dalam membantu

Walikota untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang akurat, menuju

pelayanan prima sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan

lancar dan terkendali.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selang Tahun 2017 dengan keterbatasan

yang ada secrra umum relatif baik. Namun demikian terdapat beberapa kendala

seperti:

Terbatasnya kualitas personil baik PNS maupun Non PNS, keadaan ruang kantor

yang belum memadai serta terbatasnya sarana dan prasarana

Penataan Tentang pengeluaran keuangan daerah sering berubah pada tatanan

tekhnis

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan untuk pejabat fungsional

(pengelolaan Keuangan) di SKPD masih kurang

Dalam menyusun laporan keuangan, sangat diharapkan pemahaman SKPD untuk

menyusun laporan keuangan setiap SKPD, solusinya adanya sosialisasi kepada

pejabat pengelolaan keuangan disemua SKPD

Untuk tahun mendatang, masih banyak hal yang perlu dibenahi secara terus menerus

agar pelaksanaan tugas pada akhirnya benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri.

1

2

3

4

Mencermati Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu di Tahun

2017, maka untuk mendorong peningkatan kinerja tahun 2017 dapat disarankan hal-hal

sebagai berikut:



Perlu adanya penambahan PNS;

Pelaksanaan Diklat/Pembekalan bagi PNS guna meningkatkan kualitas SDM;

Penambahan tenaga teknis untuk pengelolaan PAD dan PBB-P2

Peningkatan sumber daya Aparatur pengelolaan Pendapatan, pengelolaan Keuangan

dan As€t daerah.

Kotamobagu, Maret 2018
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